WALIKOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG UNTUK RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
tata cara pendirian rumah ibadat dan pemanfaatan
bangunan gedung untuk rumah ibadat telah ditetapkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik Dan
Pemerintahan Umum Nomor 200.6.5/e-227/Polpum
perihal Penjelasan Terhadap Frasa “Masyarakat Setempat”,
maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pendirian Rumah Ibadat Dan Pemanfaatan Bangunan
Gedung Untuk Rumah Ibadat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

8. Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7
Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
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9. Peraturan Daerah Kota Surabaya 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadat
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 58);

11. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 13);

12. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 93);

13. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2023 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN
RUMAH IBADAT  DAN PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG UNTUK RUMAH IBADAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Rumah Ibadat
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 58) diubah
sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan
khusus dan persyaratan teknis bangunan gedung
sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang
berkaitan dengan izin mendirikan bangunan.
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(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi
persyaratan khusus meliputi:

a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna
rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh)
orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai
dengan tingkat batas wilayah kelurahan atau
kecamatan atau kota atau provinsi;

b. Dukungan masyarakat yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) di wilayah Kelurahan dimana lokasi
rumah ibadat didirikan paling sedikit 60 (enam
puluh) orang yang disahkan oleh lurah;

c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen
Agama;

d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat
Beragama kota yang merupakan hasil musyawarah
dan mufakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan
dalam bentuk tulisan.

(3) dihapus.
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ........
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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